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ABSTRACT
This research aimed to knows functional apparatus’ perception about

expertise and internal control system of government to the fraud prevention in
Inspectorate of Konawe Regency. Population in this research are employees in
Inspectorate of Konawe Regency who task participated of inspection and
supervision and samples in this research using the census method. The method
used in this research is descriptive analysis.

The results showed that functional apparatus’ perceptions about
expertise and internal control system of government to the fraud prevention in
Inspectorate of Konawe Regency are very strong. High expertise must be
owned by the functional apparatus and functional apparatus must have a good
understanding of the internal control system of  government effectiveness in
order to fraud prevent because the better internal control then the better also in
preventing acts of fraud.
Keywords : Functional Apparatus, Expertise, Internal Control Systems of

Government and Fraud Prevention.

I. PENDAHULUAN
Inspektorat saat ini telah memiliki Aparatur Fungsional, yaitu dengan

diresmikannya Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan di Daerah (JFP2UPD) melalui Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan
Fungsional Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah
dan Angka Kreditnya, maka kini terdapat dua jabatan fungsional yang ada pada
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yaitu Jabatan Fungsional
Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah (JFP2UPD) dan
Jabatan Fungsional Auditor (JFA).

Ekspektasi seluruh kalangan atas lahirnya peraturan tersebut adalah
pengawasan internal pemerintah (Inspektorat) yang ketat sehingga mampu
mengidentifikasikan dan meredam gejala fraud. Inspektorat memiliki posisi yang
sangat strategis, sebagai katalisator dan dinamisator dalam menyukseskan
pembangunan daerah yang berkaitan dengan kelancaran jalannya
penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota diantaranya optimalisasi
pembangunan dan pembinaan aparatur Kabupaten/Kota. Sehingga Inspektorat
Kabupaten/Kota sebagai pengawas internal dapat menjadi tombak untuk
mewujudkan akuntabilitas dan transparansi menuju good governance.
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